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Abstrak	
Korupsi	telah	menjadi	salah	satu	masalah	kejahatan	di	Indonesia,	baik	dalam	aspek	ekonomi,	
politik,	 maupun	 sosial.	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 merupakan	 fenomena	 yang	 sangat	
memperhatinkan	dalam	kehidupan	masyarajat	Indonesia	pada	beberapa	dekade	terakhir	ini.	
Salah	satu	bentuk	korupsi	yang	sering	ditemukan	adalah	tindak	Pidana	Suap.	Penelitian	ini	
bertujuan	untuk	menganaslisis	tentang	kebijakan	hukum	pidana	terhadap	tindak	pidana	suap	
dalam	perspektif	Undang-undang	Nomor	1	Tahun	2023	Kitab	Undang-undang	Hukum	Pidana.	
Permasalaahan	 yang	 dibahas	 yaitu	 kebijakan	 hukum	 pidana	 terhadap	 tindak	 pidana	 suap	
dalam	 kitab	 undang-undang	 hukum	 pidana	 yang	 baru.	 Metode	 penelitian	 yang	 digunakan	
adalah	 yuridis	 normatif,	 yaitu	 dengan	 mengkaji	 atau	 menganalisis	 data	 sekunder	 berupa	
bahan	hukum	primer	dan	sekunder	dan	tersier.	Dengan	demikian,	penelitian	ini	dikategorikan	
sebagai	 penelitian	 kepustakaan	 yang	 kemudian	 dianalisis	 menggunakan	 metode	 analisis	
kualitatif.	 Hasil	 penelitian	menunjukkan	 bahwa,	 Kebijakan	 hukum	pidana	 terhadap	 tindak	
pidana	 suap	 dalam	 perspektif	 Undang-undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2023	 dapat	 membawa	
perubahan	yang	signifikan.	Dalam	kitab	undang-undang	hukum	pidana	terbaru	yang	terdapat	
dalam	 Pasal	 603-605	 Kitab	 Undang-undang	 Hukum	 Pidana	 terbaru	 yang	 mencakup	
pemberian	dan	penerimaan	suap,	baik	yang	dilakukan	oleh	pejabat	negara	pegawai	negeri,	
maupun	pihak	swasta.	Dan	sistem	sanksi	pidana	yang	diberikan	dalam	kitab	undang-undang	
hukum	pidan	yang	baru	pidana	penjara	yang	lebih	berat	dan	tambahan	sanksi	bagi	pemberi	
dan	penerima	yang	melakukan	tindak	pidana	suap	baik	disektor	publik	maupun	swasta	tidak	
hanya	para	pejabat	politik	.		
Kata	Kunci	:	kebijakan	hukum	pidana	,	Tindak	Pidana	Suap.		

Abstract	
Corruption	has	become	one	of	the	criminal	problems	in	Indonesia,	both	in	economic,	political,	
and	social	aspects.	Corruption	is	a	very	concerning	phenomenon	in	the	lives	of	Indonesian	society	
in	the	last	few	decades.	One	form	of	corruption	that	is	often	found	is	Bribery.	This	study	aims	to	
analyze	the	criminal	law	policy	against	bribery	in	the	perspective	of	Law	Number	1	of	2023.	The	
problem	 discussed	 is	 the	 criminal	 law	 policy	 against	 bribery	 in	 the	 new	 criminal	 code.	 The	
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research	method	used	is	normative	juridical,	namely	by	reviewing	or	analyzing	secondary	data	
in	the	form	of	primary,	secondary	and	tertiary	legal	materials.	Thus,	this	research	is	categorized	
as	library	research	which	is	then	analyzed	using	qualitative	analysis	methods.	The	results	of	the	
study	show	that	the	criminal	law	policy	against	bribery	in	the	perspective	of	Law	Number	1	of	
2023	can	bring	about	significant	change.	In	the	latest	criminal	code	contained	in	articles	603-
605	of	the	latest	criminal	code	which	includes	giving	and	receiving	bribes,	both	by	state	officials,	
civil	servants,	and	private	parties.	And	the	criminal	sanction	system	provided	in	the	new	criminal	
code	is	a	heavier	prison	sentence	and	additional	sanctions	for	givers	and	recipients	who	commit	
bribery	in	both	the	public	and	private	sectors,	not	only	political	officials.	
Keywords	:	criminal	law	policy,	Murder	Crime.	
	

1. PENDAHULUAN	

	 Korupsi	telah	menjadi	salah	satu	masalah	kejahatan	di	Indonesia,	baik	

dalam	aspek	ekonomi,	politik,	maupun	sosial.	Salah	satu	bentuk	korupsi	yang	

sring	ditemukan	adalah	tindak	pidana	suap.	Suap	terjadi	ketika	pihak	tertentu	

menawarkan	 atau	memberikan	 sesuatu	 kepada	 pejabat	 atau	 aparat	 negara	

untuk	 mempengaruhi	 kebijakan	 atau	 keputusan	 yang	 menguntungkan	

kepentingan	 pribadi	 atau	 kelompok.	 Tindak	 pidana	 suap	 ini	 dapat	

menghambat	 laju	 pembangunan	 nasional	 dan	 sering	 kali	 menimbulkan	

ketidakadilan	 dalam	 masyarakat,	 yang	 mana	 seharusnya	 masyarakat	

menerima	pelayanan	dengan	baik	akan	 tetapi	malah	dirugikan	oleh	praktik	

suap	yang	dilakukan	oleh	oknum-oknum	pejabat	negara.1		

	 Tindak	 pidana	 korupsi	 merupakan	 fenomena	 yang	 sangat	

memperhatikan	 dalam	 kehidupan	 masyarakat	 dan	 bangsa	 Indonesia	 pada	

beberapa	 dekade	 terakhir	 ini.	 Korupsi	 telah	menempatkan	 Indonesia	 pada	

jajaran	negara	terkorup	di	dunia.	Dampak	buruk	yang	dihasilkan	oleh	tindak	

pidana	korupsi	sangat	membahayakan	bagi	kehidupan	manusia.2		

	 Dalam	memberantas	korupsi,	pemerintah	Indonesia	telah	melakukan	

pembentukan	 perangkat	 hukum	 dan	 kelembagaan,	 seperti	 Komisi	

Pemberantas	Korupsi	(KPK),	akan	tetapi	permasalahan	korupsi	di	Indonesia	

 
1	Todung	Mulya	Lubis.	Korupsi,	Kolusi,	dan	Nepotisme	di	 Indonesia.	Pustaka	Utama,	

Jakarta.	2011.	hlm	50.		
2	Hilal	Arya	Ramadhan,	dkk.	Tindak	Pidana	Korupsi	dalam	Perspektif	Hukum	Pidana	

dan	 Hukum	 Pidana	 dan	 Hukum	 Pidana	 Islam.	 Jurnal	 Ilmiah	 Mahasiswa	 Fakultas	 Hukum,	
Unversitas	Malikussaleh.	Vol.	4.	No.	2.	2021	hlm	22.	
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masih	belum	berkurang,	yang	mana	dapat	dilihat	bahwa	hukum	pidana	yang	

ada	 masih	 kurang	 efektif,	 dikarenakan	 hambatan	 terbesar	 dalam	

pemberantasan	suap	adalah	kelemahan	dalam	sistem	sanksi	hukum	pidana,	

yang	 terlalu	 kaku	 dan	 tidak	mampu	menggulangi	modus	 operandi	 korupsi	

yang	semakin	kompleks.3	

	 Suap-menyuap	bersama-sama	dengan	penggelapan	dana-dana	publik	

(embezzlement	of	public	funds)	sering	disebut	sebagai	inti	atau	bentuk	dasar	

dari	tindak	pidana	korupsi.	Korupsi	sendiri	secara	universal	diartikan	sebagai	

bejat	moral,	perbuatan	yang	tidak	wajar,	atau	noda	(depravity,	perversion,	or	

taint),	 suatu	 perusakan	 integritas,	 kebajikan,	 atau	 asas-asas	 moral	 (an	

impairment	of	integrity,	virtue,	or	moral	principles).4		

	 Berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	Hanif	Ulya	

Himma.	 Dalam	 skripsinya	 yang	 beerjudul	 “Kebijakan	 Hukum	 Pidana	 dalam	

Tindak	Pidana	Korupsi	Terhadap	Hukum	Pidana	yang	Baru”.5	Hasil	penelitian	

yang	 di	 dapat	 adalah	 perubahan	 yang	 terjadi	 pada	 undang-undang	

pemberantasan	tindak	pidana	korupsi	belum	dapat	memenuhi	rasa	keadilan	

masyarakat.	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	 Ade	

Riswanda.	Dalam	skripsinya	yang	beerjudul	“Pedoman	Pemidanaan	Terhadap	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 Suap	 dan	 Grafitikasi	 dalam	 Perspektif	 Ius	

Constituendum”	 6.	 Menurut	 hasil	 dari	 penelitian	 skripsi	 ini	 menunjukkan	

bahwa:	 Pertama	 urgensi	 pedoman	 pemidanaan	 terhadap	 tindak	 pidana	

korupsi	suap	dan	gratifikasi	terkait	perumusan	subtansi	pasal	5	ayat	(2),6	ayat	

(2),	pasal	11,	pasal	12	(a,b,c,d),	dan	pasal	12	B	kurang	efektif	dalam	menjagkau	

 
3	Daniel	Saul	Lev.	Criminal	Law	In	Indonesia.	Routledge.	New	York.	2015.	hlm	51-64	
4 Susan Rose Ackerman. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999. hlm 25. 
5 Hanif Ulya Himma.  Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap 

Hukum Pidana yang Baru . Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2023. hlm 
43. 

6 Ade	Riswanda.	Pedoman	 Pemidanaan	 Terhadap	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 Suap	 dan	
Gratifikasi	dalam	Perspektif	ius	constituendum.	Skripsi,	Fakultas	Hukum	Universitas	Lambung	
Mangkurat.	2020.	hlm	23.	
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cakupan	suap	maupun	gratifikasi	seluruhnya,	maksudnya	masih	ada	peluang	

besar	 apabila	 terdapat	 Penyelenggara	 Negara/Pegawai	 Negeri	 yang	 ingin	

menerima	suap	walaupun	berbuat	atau	tidak	berbuat	dalam	jabatanya.		

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	 Firman	

Halawa	 dalam	 jurnal	 yang	 berjudul	 “Kebijakan	 Hukum	 Pidana	 Terhadap	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 Penyalahgunaan	 Wewenang	 Dalam	 Jabatan	

Pemerintahan	Menurut	Undang-Undang	Nomor	30	Tahun	2014”	Penelitian	ini	

bersifat	 yuridis	 empiris,	 yaitu	 penelitian	 dengan	 lugas	 untuk	 menganalisis	

penerapan	 undang-undang	 pertanahan,	 tipe	 penelitian	 yang	 digunakan	

komparatif,	 suatu	 penelitian	 yang	 berupaya	 untuk	 membandingkan	 suatu	

sistem	hukum	dengan	sistem	hukum	lainnya.7	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	 Dwi	

Atmoko	&	Amalia	Syauke	yang	berjudul	“Penegakan	Hukum	Terhadap	Tindak	

Pidana	 Korupsi	 Ditinjau	 dari	 Perspektif	 Dampak	 Serta	 Upaya	

Pemberantasan”8.	Hasil	penelitian	Tindak	pidana	korupsi	pada	zaman	dahulu	

diatur	 dalam	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 yang	 karena	 dinamika	

yang	 berkembang	 dalam	masyarakat,	maka	 selanjutnya	 peraturan	 tersebut	

mengalami	perubahan	di	mana	lebih	kepada	bersifat	khusus	atau	lex	specialis	

yang	selanjutnya	kemudian	diatur	untuk	pertama	kali	dalam	Undang-Undang	

Nomor	31	Tahun	1999	jo.	Perubahan	Undang-Undang	Nomor	20	Tahun	2001	

tentang	Pemberantasan	Tindak	Pidana	Korupsi.	

	 Sebagai	 bagian	 dari	 pembaruan	 sistem	 hukum	 pidana,	 pemerintah	

Indonesia	pada	tahun	2023	telah	mengesahkan	Undang-Undang	Nomor	1	yang	

menggantikan	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 (KUHP)	 yang	 lama	

peninggalan	Belanda.	Di	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	dapat	dilihat	

beberapa	ketentuan	baru	terkait	penanganan	tindak	pidana	suap,	diantaranya	

 
7	 Firman	 Halawa.	 “Kebijakan	 Hukum	 Pidana	 Terhadap	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	

Penyalahgunaan	Wewenang	Dalam	Jabatan	Pemerintahan	Menurut	Undang-Undang	Nomor	
30	Tahun	2014”,	SOSEK:	Jurnal	Sosial	dan	Ekonomi,	Vol	1.	No.	1.	2020.	Hlm	41-	51.	

8	Dwi	Atmoko	&	Amalia	Syauke.	“Penegakan	Hukum	Terhadap	Tindak	Pidana	Korupsi	
Ditinjau	dari	Perspektif	Dampak	Serta	Upaya	Pemberantasan”.	Binamulia	Hukum,	Universitas	
Bhayangkara	Jakarta	Raya.	Vol.	11.		No.	2.	2022	hlm	177-19.	
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adalah	pengaturan	yang	lebih	jelas	mengenai	definisi	saup,	perluasan	kategori	

pelaku	 yang	 dapat	 dijerat,	 serta	 sanksi	 pidana	 yang	 lebih	 tegas.	 Disahkan	

Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	ini	diharapkan	dapat	memberikan	efek	

jera	yang	lebih	kuat	dan	menutup	celah	hukum	yang	sering	dimanfaatkan	oleh	

oknum-oknum	pejabat	negara	atau	pelaku	suap.9		

	 Penerapan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	di	Indonesia	masih	

mengalami	 hambatan	 dalam	 aspek	 penafsiran	 hukun	 pada	 tingkat	

implementasi,	 terutama	 terkait	 kurangnya	pelatihan	dan	 	kapasitas	 sumber	

daya	 manusia	 atau	 aparatur	 penegak	 hukum	 dalam	 menerapkan	 aturan-

aturan	yang	baru	dan	dalam	memahami	regulasi	yang	kompleks.		

	 Mengingat	 pentingnya	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2023	 ini	

sebagai	instrumen	hukum	baru,	kajian	mendalam	terhadap	kebijakan	hukum	

pidana	 dalam	 menangani	 tindak	 pidana	 suap	 perlu	 dilakukan.	 Pada	

pembahasan	ini,	penulis	akan	berfokus	pada	kebijakan	hukum	pidana	terkait	

tindak	pidana	suap	dalam	perspektif	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	

dengan	 melihat	 beberapa	 faktor	 seperti	 inektivitas	 sistem	 hukum	 lama,	

peningkatan	 kompleksitas	 tindak	 pidana	 suap,	 penguatan	 sanski	 dan	

perlindungan	korban.	

	

2. METODE	PENELITIAN	
	 	 Adapun	 masalah	 yang	 akan	 dikaji	 yakni	 terkait	 keebijakan	 hukum	

pidana	 terhadap	 tindak	 pidana	 suap	 dalam	 kitab	 undang-undang	 hukum	

pidana	yang	baru	dan	sistem	sanksi	tindak	pidana	suap	dalam	kitab	undang-

undang	hukum	pidana	terbaru.	

Jenis	penelitian	yang	digunakan	ialah	jenis	penelitian	yuridis	normatif,	

yakni	 merupakan	 suatu	 proses	 untuk	 menemukan	 suatu	 aturan	 hukum,	

prinsip-prinsip	hukum,	maupun	doktrin-doktrin	hukum	untuk	menjawab	isu	

 
9	Tamar	Armanik.	Evaluasi	Kebijakan	Hukum	Pidana	Terhadap	Tindak	Pidana	Korupsi	

di	Indonesia	Pasca	Pemberlakuan	UU	No.	1	Tahun	2023.	Indonesia	Law	Review.	2023.	12(1).	
hlm	45-47.	
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hukum	yang	dihadapi.	 Penelitian	 yuridis	 normatif	 ialah	 sebuah	pendekatan	

melalui	 kajian	 pada	 permasalahan	 yang	 muncul	 dari	 segi	 hokum	 dan	

sumbernya	 berasal	 dari	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku	

memalui	telaah	pustaka	atau	data	sekunder.10	

Peeneelitian	 ini	 beersifat	 deeskriptif,	 peeneelitian	 deeskriptif	 yaitu	 suatu	

peeneelitian	yang	beekeerja	deengan	meemaparkan	dan	beertujuan	untuk	meendapati	

suatu	deeskripsi	seempurna	teerkait	deengan	gambaran	Keebijakan	hukum	pidana	

terhadap	tindak	pidana	suap	dalam	perspektif	undang-undang	nomor	1	tahun	

2023.	

Peendeekatan	 peeneelitian	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 yaitu	

pendekatan	Undang-undang,	Peendeekatan	kasus,	dan	Peendeekatan	konseeptual.	

Pada	jeenis	meetodeelogi	peeneelitian	yang	beerfokus	pada	peendeekatan	Peerundang-

undangan	(statutee	approach)	deengan	meeneelaah	Peerundang-undangan,	 teeori-

teeori,	analisis,	jurnal,	peendapat	ahli,	dan	kasus.	Pendekatan	konseptual	dalam	

penelitian	 hukum	 adalah	 cara	 pendekatan	 yang	 fokus	 pada	 analisis	

penyelesaian	 masalah	 hukum	 dengan	 mempertimbangkan	 konsep-konsep	

hukum	yang	mendasarinya.	

Sumber	data	yang	digunakan	yaitu	data	sekunder,	peneliti	tidak	secara	

aktif	mengumpulkan	 data	 sebaliknya,	mereka	menggunakan	 data	 sekunder	

dari	sumber	seperti	buku,	jurnal,	dokumen	sejarah,	dan	rekaman	wawancara	

orang	lain.	Sumber	data	ini	biasanya	terdiri	dari	alat	bukti	atau	analisis	yang	

telah	 dilakukan	 sebelumnya,	 baik	 yang	 dipublikasikan	 maupun	 tidak,	 dan	

digunakan	untuk	melengkapi	data	primer	dalam	penelitian.11	

	 	

 
10	 Soerjono	 Soekanto	 &	 Sri	 Mamudji,	 	 Penelitian	 Hukum	 Normatif,	 Rajawali	 Pers,	

Jakarta,	2015,	hlm	13-14	
11	Fathoni	&	Abdurrahmat,	Metodelogi	Penelitian,	Rineka	Cipta,	Jakarta,	2006.	



Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	(JIMFH)	
E-ISSN:	2798-8457	
Vol.	8,	No	2,	(April)	2025	

	
	

606 
Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
A. Kebijakan	Hukum	Pidana	Terhadap	Tindak	 Pidana	 Suap	Dalam	
Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	Yang	Baru	

 

1. Konsep	Tindak	Pidana	Suap	

Konsep	tindak	pidana	suap,	tindak	pidana	suap	merupakan	salah	satu	

bentuk	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	 diatur	 di	 dalam	 Kitab	 Undang-Undang	

Hukum	Pidana	(KUHP)	terbaru.	Menurut	Pasal	603-605	Kitab	Undang-Undang	

Hukum	 Pidana	 (KUHP)	 terbaru,	 tindak	 pidana	 suap	melibatkan	 pemberian	

atau	penerimaan	sesuatu	dengan	tujuan	memengaruhi	keputusan,	 tindakan,	

atau	kebijakan	yang	diambil	oleh	pejabat	publik	atau	seseorang	yang	memiliki	

kapasitas	tertentu	dalam	jabatan	mereka.		

Beberapa	definisi	tindak	pidana	suap	menurut	para	ahli:	

1. Menurut	Andi	Hamzah	,	suap	adalah	pemberian	sesuatu	kepada	pejabat	

atau	 orang	 lain	 untuk	 memengaruhi	 pelaksanaan	 tugas	 atau	

kewenangannya.12	

2. Menurut	Moeljatno	,	tindak	pidana	suap	mencakup	perbuatan	memberi	

atau	menerima	hadiah	atau	janji	dengan	maksud	untuk	melakukan	atau	

tidak	melakukan	sesuatu	yang	bertentangan	dengan	kewajibannya.13	

Dasar	Hukum	Tindak	Pidana	Suap	dalam	Kitab	Undang-Undang	Hukum	

Pidana	 terbaru	berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	 tentang	

Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana,	 memberikan	 pengaturan	 yang	 lebih	

rinci	tentang	tindak	pidana	suap.	Pasal-pasal	yang	relevan	mencakup:	

a. Pasal	 603:	 Mengatur	 tindak	 pidana	 korupsi,	 termasuk	 perbuatan	

memperkaya	 diri	 sendiri	 atau	 orang	 lain	 yang	merugikan	 keuangan	

negara..		

b. Pasal	604:	Mengatur	penyalahgunaan	wewenang	oleh	pejabat	negara	

yang	mengakibatkan	kerugian	negara..	

 
12 Andi	Hamzah,	Aspek	Hukum	Pemberantasan	Korupsi	di	Indonesia,	Gramedia,	Jakarta.	

2014,	hlm	30.	
13	Muladi	&	Barda	Nawawi	Arief.	Teori-Teori	dan	Kebijakan	Pidana.	Alumni,	Bandung,	

1992,	hlm	40	
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c. Pasal	605:	Mengatur	 tindak	pidana	 suap,	baik	bagi	pemberi	maupun	

penerima,	termasuk	di	sektor	swasta.14		

Menurut	 Pasal	 610	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana,	 tindak	

pidana	 suap	 didefinisikan	 sebagai	 perbuatan	 memberi	 atau	 menjanjikan	

sesuatu	kepada	pegawai	negeri	 atau	penyelenggara	negara	dengan	maksud	

agar	 melakukan	 atau	 tidak	 melakukan	 sesuatu	 dalam	 jabatannya	 yang	

bertentangan	 dengan	 kewajibannya.	 Di	 sisi	 lain,	 penerimaan	 sesuatu	 oleh	

pegawai	 negeri	 atau	 penyelenggara	 negara	 yang	 bertujuan	 serupa	 juga	

dikategorikan	sebagai	tindak	pidana	suap.	15	

Unsur-Unsur	Tindak	Pidana	Suap	dalam	Kitab	Undang-Undang	Hukum	

Pidana	(KUHP)	terbaru	terdiri	atas	beberapa	unsur	yang	harus	dipenuhi	untuk	

dapat	dikualifikasikan	sebagai	tindak	pidana,	yaitu:	

1. Unsur	Subjektif:	Keberadaan	pihak	pemberi	dan	penerima.	

2. Unsur	 Objektif:	 Adanya	 pemberian	 sesuatu	 atau	 janji	 yang	memiliki	

nilai.	

3. Unsur	 Tujuan:	Maksud	 tertentu	 dari	 pemberian	 tersebut,	 yaitu	 agar	

pegawai	 negeri	 atau	 penyelenggara	 negara	 melakukan	 atau	 tidak	

melakukan	 sesuatu	 dalam	 jabatannya	 yang	 bertentangan	 dengan	

kewajibannya.16	

Perbandingan	 peraturan	 tindak	 pidana	 suap	 dalam	 kitab	 undang-

undang	 hukum	 pidana	 yang	 terbaru	 dengan	 pengaturan	 sebelumnya	 salah	

satu	perbedaan	yang	mendasar	dalam	pengaturan	tindak	pidana	suap	di	kitab	

undang-undang	 hukum	 pidana	 terbaru	 adalah	 perluasan	 cakupan	 subjek	

hukum.17	

 
14	 Undang-undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2023	 tentang	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	

Pidana	Baru	pasal	603-605.	
15	Ibid.  
16 https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-

suap	pemerasan-dan-uang-pelicin.	Diakses	pada	tanggal	11	Februari	2025	
17	 Rizki	 Yudha	 Bramantyo	 dkk.	 2024.	 Perbandingan	 Hukum	 Pidana	 KUHP	 Lama	

Indonesia	dengan	KUHP	Baru	Indonesia	Ditinjau	dari	Perspektif	Pembaharuan	Hukum	Pidana.	
Jurnal	Transparansi	Hukum.	Vol	07.	No.	7.	hlm	64	
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Salah	satu	perbedaan	mendasar	antara	Kitab	Undang-Undang	Hukum	

Pidana	 lama	 dan	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 baru	 adalah	

pendekatan	terhadap	pemidanaan	dan	filosofi	hukum	yang	mendasar.	Kitab	

Undang-Undang	Hukum	Pidana	lama	lebih	bersifat	represif	dengan	fokus	pada	

penghukuman,	 sedangkan	 yang	 terbaru	 mengedepankan	 pnedekatan	 yang	

lebih	 restoratif	dan	 rehabilitatif.	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	baru	

juga	 lebih	menekankan	pada	perlindungan	hak	 asasi	manusia	 dan	 keadilan	

restoratif	yang	bertujuan	untuk	memulihkan	hubungan	antar	pelaku,	korban,	

dan	masyarakat.18	

2. Kebijakan	 Hukum	 Pidana	 Terhadap	 Tindak	 Pidana	 Suap	 Dalam	 Kitab	

Undang-Undang	Hukum	Pidana	yang	baru	

Kebijakan	 hukum	 pidana	 terhadap	 tindak	 pidana	 suap	 dalam	 Kitab	

Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 terbaru	 mengalami	 beberapa	 perubahan	

penting.	Dengan	disahkannya	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	2023	tentang	

Kitab	 Undang-UndaHP	 yang	 baru,	 aturan	 mengenai	 suap	 mengalami	

penyesuaian,	termasuk	dalam	hal	ancaman	pidana,	cakupan	perbuatan	yang	

dianggap	sebagai	suap,	serta	perluasan	ke	sektor	swasta.19	

Kebijakan	Hukum	terhadap	Tindak	pidana	suap	dalam	Kitab	Undang-

Undang	Hukum	Pidana	baru	mencakup	pemberian	dan	penerimaan	suap,	baik	

yang	dilakukan	oleh	pejabat	negara,	pegawai	negeri,	maupun	pihak	 swasta.	

Suap	dapat	berbentuk	uang,	barang,	janji,	atau	keuntungan	lain	yang	diberikan	

dengan	 maksud	 mempengaruhi	 kebijakan	 atau	 tindakan	 pejabat	 yang	

berwenang.	 Dalam	 hukum	 pidana	 Indonesia,	 tindak	 pidana	 suap	 berbeda	

dengan	 gratifikasi,	 di	mana	 gratifikasi	 dapat	 dianggap	 sebagai	 suap	 apabila	

tidak	dilaporkan	dalam	jangka	waktu	tertentu.20	

 
18	 Teguh	 Prasetyo.	 Keadilan	 Dalam	 Sistem	 Hukum	 Pidana	 Indonesia.	 Nusamedia,	

Yogyakarta.	2020.	hlm	65.	
19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 
20 Ibid, hlm 58 
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Kebijakan	Hukum	Pidana	dalam	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	

Baru		terhadap	Tindak	Pidana	yang	tertuang	dalam	Undang-Undang	Nomor	1	

Tahun	 2023	 mengatur	 tindak	 pidana	 suap	 dalam	 Pasal	 603-605,	 dengan	

beberapa	perubahan	signifikan	dibandingkan	Kitab	Undang-Undang	Hukum	

Pidana	Lama	dan	Undang-Undang	Tipikor.	

Perubahan	 ini	 bertujuan	 untuk	 memperkuat	 regulasi	 dalam	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 suap	 di	 berbagai	 sektor,	 baik	 dalam	 ranah	

pemerintahan	maupun	swasta.	Kebijakannya	diantaranya:	

1.	Memperluas	Cakupan	Pelaku	

Salah	 satu	 perubahan	 penting	 dalam	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	

Pidana	Baru	adalah	perluasan	cakupan	pelaku	tindak	pidana	suap.	Jika	dalam	

Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 Lama	 dan	 Undang-Undang	 Tipikor	

pelaku	suap	lebih	ditekankan	pada	pejabat	negara	dan	penyelenggara	negara,	

dalam	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 Baru,	 cakupan	 ini	 diperluas	

hingga	 mencakup	 pihak-pihak	 di	 sektor	 swasta	 dan	 korporasi.	 Perluasan	

cakupan	 ini	 mengakomodasi	 perkembangan	modus	 suap	 yang	 tidak	 hanya	

melibatkan	 pejabat	 publik,	 tetapi	 juga	 pelaku	 bisnis,	 organisasi	 non-

pemerintah,	dan	sektor	swasta	lainnya	yang	dapat	terlibat	dalam	praktik	suap	

untuk	memperoleh	keuntungan	tertentu.	

2.	Penurunan	Ancaman	Pidana	Minimum	

Ancaman	 pidana	 minimum	 untuk	 beberapa	 tindak	 pidana	 korupsi,	

termasuk	suap,	mengalami	penurunan.	Sebagai	contoh,	dalam	Pasal	603	Kitab	

Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 baru,	 ancaman	 pidana	 penjara	 minimum	

diturunkan	dari	4	tahun	(sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	2	Undang-Undang	

Tindak	 Pidana	 Korupsi	 sebelumnya)	 menjadi	 2	 tahun.	 Selain	 itu,	 denda	

minimum	 yang	 sebelumnya	 sebesar	 Rp200.000.000,00	 diturunkan	menjadi	

Rp10.000.000,00.21	

2.	Menambahkan	Kategori	Tindak	Pidana	Suap	di	Sektor	Swasta	

 
21 https://sustain.id/2023/09/14/tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-nomor-1-

tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana. Diakses pada tanggal 10 Maret 2025 
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Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 Baru	 juga	 mengakui	 bahwa	

praktik	suap	tidak	hanya	terjadi	dalam	lingkungan	pemerintahan,	tetapi	juga	

dalam	dunia	bisnis	dan	sektor	swasta.	Oleh	karena	itu,	dalam	Pasal	603-605	

Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	Baru,	 tindak	pidana	suap	 tidak	hanya	

dikategorikan	sebagai	kejahatan	yang	melibatkan	pejabat	publik,	tetapi	 juga	

kejahatan	yang	terjadi	di	antara	perusahaan,	organisasi,	dan	individu	dalam	

dunia	usaha.	

3.	Mengatur	Pidana	Tambahan	bagi	Pelaku	Suap	

Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	Baru	 tidak	hanya	memberikan	

sanksi	pidana	berupa	hukuman	penjara	dan	denda	bagi	pelaku	 suap,	 tetapi	

juga	menetapkan	pidana	tambahan	yang	bersifat	lebih	spesifik.	

4.	 Pengurangan	 Ancaman	 Pidana	 Minimal	 Dibandingkan	 Undang-Undang	

Tipikor	

Salah	satu	aspek	yang	menimbulkan	kontroversi	dalam	Kitab	Undang-

Undang	Hukum	Pidana	Baru	adalah	penurunan	ancaman	pidana	minimal	bagi	

pelaku	 tindak	 pidana	 suap	 dibandingkan	dengan	 ketentuan	 dalam	Undang-

Undang	 Nomor	 31	 Tahun	 1999	 jo.	 UU	 No.	 20	 Tahun	 2001	 tentang	

Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 (Undang-Undang	 Tipikor).	 Dalam	

Undang-Undang	 Tipikor,	 ancaman	 pidana	minimal	 bagi	 pelaku	 suap	 cukup	

tinggi,	 yaitu	 4	 tahun	 penjara.	 Namun,	 dalam	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	

Pidana	Baru,	ancaman	pidana	minimal	bagi	pelaku	suap	diturunkan	menjadi	2	

tahun	penjara.22	

Di	 sisi	 lain,	 pemerintah	 beralasan	 bahwa	 penyesuaian	 pidana	 dalam	

Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 Baru	 bertujuan	 untuk	 menciptakan	

keseimbangan	hukum	dan	memastikan	bahwa	setiap	tindak	pidana	dikenakan	

hukuman	 yang	 proporsional	 hukum	 seperti	 ,	 Hukuman	 yang	 diberikan	

disesuaikan	 dengan	 tingkat	 kesalahan	 dan	 dampak	 perbuatan	 pidana.		

 
22	https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/17332601/hukuman-koruptor-

dalamkuhp-baru-lebih-ringan-dibanding-uu-pemberantasan?page=all	 diakses	 pada	 tanggal	
12	Februari	2025	
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Mengakomodasi	 sanksi	 alternatif	 seperti	 pidana	 kerja	 sosial	 dan	 pidana	

pengawasan	sebagai	pilihan	selain	pidana	penjara.23	

B. Sistem	Sanksi	Tindak	Pidana	Suap	Dalam	Kitab	Undang-Undang	
Hukum	Pidana	Yang	Baru	

1. Sistem	Sanksi	Tindak	Pidana	Suap	

Sanksi	 pidana	 dapat	 diartikan	 sebagai	 konsekuensi	 dari	 tindakan	

melanggar	larangan,	sanksi	atau	hukuman	yang	dimaksud	berupa	siksaan	atau	

penderitaan.	Sanksi	 tindak	pidana	adalah	hukuman	yang	dijatuhkan	kepada	

seseorang	atau	entitas	yang	 terbukti	melakukan	perbuatan	yang	melanggar	

hukum	pidana.24	

Proses	 sistem	 peradilan	 sanksi	 pidana	 di	 Indonesia	 memiliki	 empat	

lembaga	 institusi	 yang	 berperan,	 yaitu	 kepolisian	 sebagai	 penyelidik	 dan	

penyidik,	 kejaksaan	 sebagai	 penuntut	 umum,	 pengadilan	 berfungsi	 untuk	

mengadili	perkara	serta	advokat	sebagai	pemberi	bantuan	hukum	terhadap	

seseorang	yang	terlibat	masalah	hukum.	Keempat	lembaga	instansi	tersebut	

harus	 berlandaskan	 pada	 KUHAP	 (Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Acara	

Pidana)	supaya	tidak	melanggar	hak-hak	asasi	kemanusiaan.25	

Sistem	 sanksi	 tindak	 pidana	 mengenai	 suap	 dalam	 Kitab	 Undang-

Undang	Hukum	Pidana	Tebaru	ada	dua	jenis	diantaranya	adalah:	

1. Pidana	Pokok		

Pidana	 pokok	 adalah	 hukuman	utama	 yang	 hukuman	utama	 yang	

dijatuhkan	 kepada	 pelaku	 tindak	 pidana	 sebagai	 sanksi	 atas	

perbuatannya.	 Pidana	 pokok	 dalam	 kasus	 tindak	 pidana	 suap	

mencakup	pidana	penjara	dan	pidana	denda	.	Pidana	penjara	adalah	

hukuman	 berupa	 kurungan	 dalam	 jangka	 waktu	 tertentu	 sesuai	

 
23	Edi	Kristianta	Tarigan	dkk.	Tinjauan	Yuridis	Perbandingan	KUHP	Lama	Dan	KUHP	

Baru.	Jurnal	Ilmu	Hukum,	Universitas	Dharmawangsa.	Vol.	18.	No.	3.		2024.	hlm	510.		
24 Petrus Andreas Francois Lamintang .  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar 

Grafika, Jakarta. 2017. Hlm 50 
25 Fitriani Kholilah Lubis, dkk. Penangguhan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi  

(Studi Penelitian di Polres Mandailing Natal). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Fakultas Hukum 
Universitas Malikussaleh. Vol. 6. No.4. 2023 hlm 15.  
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dengan	 beratnya	 tindak	 pidana	 suap	 yang	 dilakukan	 dan	 pidana	

denda	adalah	hukuman		berupa	pembayaran	sejumlah	uang	kepada	

negara	 sebagai	 bentuk	 sanksi	 atas	 tindakan	 penyuapan.26	

Berdasarkan	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	Terbaru	terdapat	

beberapa	pasal	bagi	pelaku	tindak	pidana	suap	yang	dapat	dijatuhi	

hukuman	pidana	sebagai	berikut;	

a. Sanksi	Pidana	Penerima	Suap	dalam	pasal	603	Kitab	Undang-
undang	 Hukum	 Pidana	 adalah;	 “Setiap	 Orang	 yang	 secara	
melawan	 hukum	 melakukan	 perbuatan	 memperkaya	 diri	
sendiri,	 orang	 lain,	 atau	 Korporasi	 yang	menrgikan	 keuangan	
negara	 atau	 perekonomian	 negara,	 dipidana	 dengan	 pidana	
penjara	 seumur	 hidup	 atau	 pidana	 penjara	 paling	 singkat	 2	
(dua)	tahun	dan	paling	lama	20	(dua	puluh)	tahun	dan	pidana	
denda	paling	sedikit	kategori	II	((Rp10.000.000,00)	dan	paling	
banyak	 kategori	 VI	 (Rp2.000.000.000,00)	 ”	 Pejabat	 yang	
menerima	suap	dapat	dikenakan	pidana	penjara	seumur	hidup	
atau	paling	singkat	2	tahun	dan	paling	lama	20	tahun	dan/atau	
denda	paling	banyak	Rp2	miliar.	

b. Sanksi	 Pidana	 Pemberi	 Suap	 dalam	 pasal	 604	 Kitab	 Undang-
undang	 Hukum	 Pidana	 adalah;	 “Setiap	 Orang	 yang	 dengan	
tujuan	menguntungkan	diri	sendiri,	orang	lain,	atau	Korporasi	
menyalahgunakan	kewenangan,	kesempatan,	atau	sarana	yang	
ada	padanya	karena	 jabatan	atau	kedudukan	yang	merugikan	
keuangan	negara	atau	perekonomian	negara,	dipidana	dengan	
pidana	penjara	seumur	hidup	atau	pidana	penjara	paling	singkat	
2	(dua)	tahun	dan	paling	lama	20	(dua	puluh)	tahun	dan	pidana	
denda	paling	sedikit	kategori	II	(Rp10.000.000,00	)	dan	paling	
banyak	kategori	VI	(Rp2.000.000.000,00	)	.”	

c. Sanksi	 bagi	 suap	 di	 sektor	 swasta	 dalam	 Pasal	 605	 Kitab	
Undang-Undang	Hukum	 Pidana	 adalah:	 “(1)	 Dipidana	 dengan	
pidana	penjara	paling	singkat	1	(satu)	tahun	dan	paling	lama	5	
(lima)	 tahun	dan	pidana	denda	paling	 sedikit	 kategori	 III	 dan	
paling	banyak	kategori	V,	Setiap	Orang	yang:	a.	memberi	atau	
menjanjikan	 sesuatu	 kepada	 pegawai	 negeri	 atau	
penyelenggara	negara	dengan	maksud	supaya	pegawai	negeri	
atau	penyelenggara	negara	tersebut	berbuat	atau	tidak	berbuat	
sesuatu	 dalam	 jabatannya,	 yang	 bertentangan	 dengan	 kewaj	
ibannya;	atau	b.	memberi	sesuatu	kepada	pegawai	negeri	atau	
penyelenggara	 negara	 karena	 atau	 berhubungan	 dengan	
sesuatu	yang	bertentangan	dengan	kewajiban,	yang	dilakukan	

 
26 Niniek Suparni, Eksitensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Sinar 

Grafika, Jakarta. 2007,  hlm 23. 
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atau	tidak	dilakukan	dalam	jabatannya.	(2)	Pegawai	negeri	atau	
penyelenggara	 negara	 yang	 menerima	 pemberian	 atau	 janji	
sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	 (l),	dipidana	dengan	pidana	
penjara	paling	singkat	1	(satu)	tahun	dan	paling	lama	6	(enam)	
tahun	 dan	 pidana	 denda	 paling	 sedikit	 kategori	 III	
(Rp50.000.000,000)	 	 dan	 paling	 banyak	 kategori	 V	
(Rp500.000.000,00).”	 Jika	 suap	 dilakukan	 dalam	 transaksi	
bisnis,	dapat	dikenakan	pidana	penjara	paling	lama	5	tahun	dan	
denda	maksimal	Rp500	juta.27	

2. Pidana	Tambahan	
Dalam	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 selain	 pidana	 pokok	
terdapat	juga	kemungkinan	hukuman	pidana	tambahan	yang	berupa	
perampasan	aset	atau	harta	kekayaan	yang	diperoleh	dari	hasil	suap,	
larangan	menduduki	 jabatan	 publik	 dalam	 jangka	waktu	 tertentu	
atau	 seumur	 hidup,	 dan	 penghapusan	 hak	 tertentu	 seperti	 hak	
politik	atau	hak	untuk	menjalankan	usaha	tertentu.28	
	

2. Tantangan	 Penerapan	 Sistem	 Sanksi	 Tindak	 Pidana	 Suap	 dalam	 Kitab	

Undang-Undang	Hukum	Pidana	

Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	(KUHP)	baru	yang	disahkan	pada	

tahun	2023	membawa	perubahan	dalam	sistem	hukum	pidana	di	Indonesia,	

termasuk	dalam	pengaturan	 sanksi	 terhadap	 tindak	pidana	 suap.	Meskipun	

bertujuan	 untuk	 memperbarui	 hukum	 pidana	 nasional,	 penerapan	 sistem	

sanksi	suap	dalam	KUHP	baru	menghadapi	berbagai	tantangan.	

a. Perubahan	Paradigma	Hukum	Pidana	
Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	terbaru	mengadopsi	paradigma	
hukum	pidana	modern	yang	menekankan	keadilan	korektif,	restoratif,	
dan	 rehabilitatif.	 Perubahan	 ini	 memerlukan	 adaptasi	 dari	 aparat	
penegak	 hukum	 dan	 masyarakat	 yang	 sebelumnya	 terbiasa	 dengan	
pendekatan	retributif.	Mengubah	mindset	ini	bukanlah	hal	yang	mudah	
dan	membutuhkan	waktu	serta	sosialisasi	yang	intensif.	29	

b. Perubahan	 Konsep	 Pidana	 dan	 Sanksi	 dalam	 Kitab	 Undang-Undang	
Hukum	Pidana	
Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 baru	 mengenalkan	 berbagai	
bentuk	 sanksi	 yang	 lebih	 luas	 dibandingkan	 sistem	 sebelumnya.	 Jika	
dalam	 Undang-Undang	 Tipikor,	 pelaku	 tindak	 pidana	 suap	 biasanya	
dijatuhi	 hukuman	 penjara	 dan	 denda,	 Kitab	 Undang-undang	 Hukum	

 
27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Baru pasal 603-605 
28 Ibid., hlm 25 
29 Failin.	 Sistem	 Pidana	 dan	 Pemidanaan	 didalam	 Pembaharuan	 Hukum	 Pidana	

Indonesia.	Jurnal	Cendikia	Hukum,	Vol.	3	No.	1,		2017.	hlm.	14.	
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Pidana	 baru	 memungkinkan	 adanya	 sanksi	 alternatif	 seperti	 kerja	
sosial	atau	pengawasan.	

c. Harmonisasi	dengan	Peraturan	Perundang-undangan	Lain	
Tantangan	dalam	penerapan	sistem	sanksi	tindak	pidana	suap	dalam	
Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	baru	melihat	bagaimana	aturan	
dalam	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	dapat	diharmonisasikan	
dengan	peraturan	lain	yang	telah	ada	sebelumnya,	terutama	Undang-
Undang	Nomor	31	Tahun	1999	 jo.	Undang-Undang	Nomor	20	Tahun	
2001	 tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	 (UU	 Tipikor).	
Dalam	Undang-Undang	Tipikor,	tindak	pidana	suap	merupakan	bagian	
dari	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	 mendapatkan	 perhatian	 khusus,	
termasuk	dalam	hal	pemidanaan	dan	metode	pembuktian.	
Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	baru	membawa	pendekatan	yang	
berbeda	dalam	sistem	pemidanaan	dengan	memperkenalkan	kategori	
pidana	 denda	 dan	 jenis	 sanksi	 lain	 seperti	 kerja	 sosial	 atau	
pengawasan.	Hal	ini	dapat	menimbulkan	perbedaan	pendekatan	dalam	
penerapan	hukum,	di	mana	sanksi	dalam	Undang-Undang	Tipikor	lebih	
berat	 dibandingkan	 Kitab	 Undang-Undang.	 Ketidakharmonisan	 ini	
dapat	 menyebabkan	 kebingungan	 dalam	 praktik	 hukum,	 baik	 bagi	
penegak	 hukum	 maupun	 masyarakat,	 terutama	 dalam	 menentukan	
peraturan	mana	yang	harus	diterapkan	dalam	kasus	suap	tertentu.30	

d. Hilangnya	Kekhususan	Tindak	Pidana	Korupsi	
Dengan	diintegrasikannya	pasal-pasal	korupsi	ke	dalam	Kitab	Undang-
Undang	Hukum	Pidana,	 terdapat	kekhawatiran	bahwa	 tindak	pidana	
korupsi,	 termasuk	 suap,	 tidak	 lagi	 dianggap	 sebagai	 kejahatan	 luar	
biasa	(extraordinary	crime).	Hal	ini	dapat	berdampak	pada	penurunan	
efek	 jera	 dan	 menguntungkan	 pelaku	 korupsi.	 Selain	 itu,	 ancaman	
pidana	 minimal	 untuk	 beberapa	 tindak	 pidana	 korupsi	 dalam	 Kitab	
Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 baru	 lebih	 rendah	 dibandingkan	
dengan	 Undang-Undang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi	
sebelumnya.31		

e. Potensi	Tumpang	Tindih	dan	Duplikasi	Aturan	
Pengaturan	 tindak	pidana	 suap	dalam	Kitab	Undang-Undang	Hukum	
Pidana	 baru	 berpotensi	 menimbulkan	 tumpang	 tindih	 dengan	
peraturan	 perundang-undangan	 lain	 yang	 masih	 berlaku,	 seperti	
Undang-Undang	Nomor	31	Tahun	1999	jo.	Undang-Undang	Nomor	20	
Tahun	 2001	 tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	 Korupsi.	 Hal	 ini	
dapat	 menyebabkan	 kebingungan	 dalam	 penegakan	 hukum	 dan	
inkonsistensi	dalam	penerapan	sanksi.		

f. Independensi	dan	Efektivitas	Penegakan	Hukum	

 
30 Rizanizarli.	Kriminalisasi	Di	Luar	KUHP	dan	Implikasinya	Terhadap	Hukum	Acara	

Pidana.	Kanun	Jurnal	Ilmu	Hukum,	No.63.	2014.	hlm	210.	
31 Yusrianto	Kadir .Tindak	Pidana	Korupsi	Sebagai	Extraordinary	Crime. Jurnal	Ilmu	

Hukum, Vol.	12	No.	3,	2018	hlm	50. 
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Penegakan	 hukum	 terhadap	 kasus	 suap	 sangat	 bergantung	 pada	
independensi	 aparat	 penegak	 hukum	 seperti	 hakim,	 jaksa,	 dan	
penyidik.	

g. Penyesuaian	dengan	Norma	Internasional		
Kitab	 Undang-undang	 Hukum	 Pidana	 baru	 harus	 selaras	 dengan	
konvensi	 internasional	 yang	 telah	 diratifikasi	 oleh	 Indonesia	 seperti	
United	 Nations	 Convention	 against	 Corruption	 (UNCAC).	 Beberapa	
ketentuan	dalam	Kitan	Undang-undang	Hukum	Pidana	baru	mungkin	
memerlukan	 penyesuaian	 lebih	 lanjut	 agar	 sesuai	 dengan	 standar	
internasional	dalam	pemberantasan	korupsi.	32	

	
Mengatasi	 tantangan-tantangan	 di	 atas	 memerlukan	 komitmen	 kuat	

dari	 pemerintah,	 aparat	 penegak	 hukum,	 dan	 masyarakat.	 Sosialisasi	 yang	

masif,	 pelatihan	 intensif,	 serta	harmonisasi	 peraturan	perundang-undangan	

menjadi	 langkah	 penting	 untuk	 memastikan	 efektivitas	 penerapan	 sanksi	

terhadap	tindak	pidana	suap	dalam	kerangka	Kitan	Undang-undang	Hukum	

Pidana	terbaru.33	

4.		 KESIMPULAN	

Adapun	 kesimpulan	 yang	 dihasilkan	 dari	 penelitian	 yang	 telah	

dilakukan	yaitu	Kebijakan	Hukum	pidana	terhadap	tindak	pidana	suap	dalam	

kitab	undang-undang	hukum	pidana	yang	baru	dapat	membawa	perubahan	

yang	signifikan.	Aturan	mengenai	tindak	pidana	suap	mengalami	penyesuaian,	

terdapat	dalam	hal	ancaman	pidana,	dan	memperluas	cakupan	pelaku	yang	

melakukan	 tindak	 pidana	 suap.	 Perubahan	 ini	 memperkuat	 regulasi	 dalam	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 suap	 di	 berbagai	 sektor,	 baik	 dalam	 ranah	

pemerintahan	maupun	swasta.	Dan	sistem	sanksi	tindak	pidana	suap	dalam	

Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	baru	mengalami	perubahan	signifikan	

dibandingkan	 dengan	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 lama.	 Kitab	

Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 baru	 mengadopsi	 pendekatan	 yang	 lebih	

 
32 Eddy	 O.S	 Hiariej.	 United	 Nations	 Convention	 Against	 Corruption	 Dalam	 Sistem	

Hukum	Indonesia.	Hukum	Pidana,	Fakultas	Hukum	Universitas	Gadjah	Mada	Vol.	31.	No.	1,	
2019.	hlm.	112-125.	

33	Adami	Chazawi.	Tindak	Pidana	Korupsi	di	Indonesia.	Jakarta:	RajaGrafindo	Persada,	
2016.	
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modern	dengan	menyesuaikan	 ketentuan	pidana	 terhadap	prinsip	 keadilan	

korektif,	restoratif,	dan	rehabilitatif.	Penerapan	sanksi	terhadap	tindak	pidana	

suap	 dalam	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 baru	 masih	 menghadapi	

berbagai	 tantangan,	 seperti	 potensi	 tumpang	 tindih	 dengan	 peraturan	

perundang-undangan	 lain,	 pergeseran	 paradigma	 hukum	 pidana,	 serta	

kesiapan	aparat	penegak	hukum	dalam	memahami	dan	menegakkan	aturan	

baru.	
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